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BAB III 
KEPENTINGAN EKONOMI INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN 
FOOD AND  AGRICULTURE (FAO) UNTUK MEMBANGUN 
PEREKONOMIAN INDONESIA 
 
Pada bab ini menjelaskan tentang, kepentingan Indonesia bekerjasama 
dengan FAO bidang kelautan dan perikanan di sektor ekonomi yang meliputi 
pertama, meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara 
optimal dan berkelanjutan melalui Transfer of Knowledge. Kedua, untuk 
meningkatkan keamanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. 
Ketiga, Indonesia berupaya memperkuat keabsahan hukum internasional atas 
wilayah kelautannya. Keempat, menyelamatkan potensi kekayaan negara dari 
sektor kelautan dan perikanan. 
 
3.1 Transfer Of Knowledge 
  Sejak permintaan Indonesia dikabulkan oleh seketrariat APEC untuk 
menyelesaikan kegiatan pemetaan yang berhubungan dengan kelautan di tahun 
2011 dan Indonesia mendapat ajakan dari Negara Filipina untuk mematangkan 
konsep Ekonomi Biru1 pada tangga 3 Juni 2012 dalam sidang APEC2, Indonesia 
                                                          
1 Ekonomi Biru adalah sebuah proses untuk mendapatkan sebuah produk dan proses dengan 
mengikuti cara kerja alam yang alamiah. Untuk mendapatkan keuntungan dari semua itu, harus 
sesuai dengan kondisi alam. Hal ini di lakukan untuk mengatasi kondisi ekonomi yang kurang baik 
seperti mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan yang berdampak pada ekosistem hingga 
mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga diharapkan nya dengan adanya proses ini, dapat 
menciptakan kegiatan yang berkeanjutan, ini juga akan berdampak positif bagi kondisi alam di 
masa depan.  
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mulai menyiapkan diri untuk menerapkan sistem Blue Ekonomi ini, di antaranya 
memperkuat kerjasama Indonesia – FAO. Dengan bekerjasamanya Indonesia dan 
FAO, Indonesia mendapatkan Transfer of Knowledge dari FAO. Transfer of 
Knowledge merupakan suatu proses dalam menyebarkan atau membagikan ilmu 
pengetahuan dari sebuah sumber, sumber yang dimaksud disini adalah individu, 
tim, kelompok, bahkan unit organisasi yang memiliki ilmu pengetahuan, yang 
nantinya akan diberikan kepada para penerima pengetahuan yang akan 
menerapkan ilmu pengetahuan tersebut untuk dimanfaatkan dan dapat mencapai 
sebuah tujuan.3 
Transfer of Knowlwdge tersebut dilakukan melalui pertukaran tenaga ahli 
dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah Indonesia 
diharapkan mampu menyiapkan masyarakat, terutama para masyarakat pesisir 
untuk menghadapi sistem Blue Ekonomi. Untuk itu, inti dari transfer of 
Knowledge dalam kerjasama Indonesia-FAO, mengharuskan FAO untuk 
memberikan pelatihan-pelatihan kepada KKP yang nantinya akan di sebarkan 
kepada masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai mengelola 
produk perikanan, cara dan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan lain 
sebagainnya.  
Pelatihan yang diberikan oleh FAO diantaranya pelatihan dan 
didatangkannya para ahli dibidang pembudidayaan ikan yang terfokus pada  
                                                                                                                                                               
2 Agnes Setta BR,Pandia, “Gagasan Ekonomi Biru Indonesia Dilirik”, diakses melalui 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/06/04/17090629/Gagasan.Ekonomi.Biru.Indonesia.
Mulai.Dilirik pada ( 20 April 2017, 11:40 WIB) 
3 Rasyuqa Widiantika, “Perbedaan Knowladge Sharing and Knowladge Transfer”, diakses 
melalui http://noveanna-vokasi.web.unair.ac.id/artikel_detail-36595-Knowledge%20management-
Perbedaan%20Knowledge%20Sharing%20&%20Knowledge%20Transfer.html pada (20  April 
2017, 10:49 WIB) 
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negara-negara Asia Pasifik. Dalam Kerjasama ini merupakan sebuah aksi pertama 
dalam terjalinnya kerjasama antara Indonesia – FAO yang sudah ditandatangani 
pada tanggal 27 Mei 2013 tersebut dan juga merupakan bagian dari kerjasama 
Selatan-Selatan (South to South) yang juga sudah tercantum dalam MoU antara 
KKP dan FAO tersebut. Pelatihan tersebut dihadiri 150 peserta yang menjadi 
anggota FAO yang bertemakan tentang Women Empowerment and Poverty 
Allevation Through Seaweed. Menurut Sjarief Widjaja sebagai Sekretariat Jendral 
Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam acara FAO Regional Workshop 
Seaweed Culture, Handling and Processing, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki untuk 
memajukan perekonomian dan lingkungan social yang baik melalui rumput laut.4 
Terdapat 4 program dari kerjasama selatan-selatan yang sudah terlaksana 
di awal kerjasama yaitu, pertama dalam rangka pelatihan budidaya laut dan sudah 
terealisasikan pada tanggal 25 Agustus-8 September 2013 yang diselenggarakan 
di Bali tersebut dihadiri oleh 17 peserta dari 10 negara yang berasal dari Bahrain, 
Kamboja, India, Indonesia, Iran, Myanmar, Oman, Saudi Arabia, Sri Lanka dan 
Thailand, kedua pelatihan diselenggarakan pada tanggal 30 September sampai 13 
Oktober 2013 yang bertempat di Sukamandi ini mengadakan pelatihan mengenai 
budidaya air tawar yang dihadiri 16 peserta dari Burkina Faso, Zambia, Mali, 
Kamboja,  Fiji, Indonesia, Bangladesh, Laos dan Myanmar, ketiga di adakannya 
pertemuan internasional antara para ahli budidaya rumput laut yang di hadiri 150 
peserta termasuk 19 para ahli yang akan menjadi pembicara dalam pelatihan 
                                                          
4 KKP-FAO Gelar Latihan Rumput Laut, di akses melalui 
http://www.antaranews.com/print/398832/kkp-fao-gelar-latihan-rumput-laut pada (5 April 2017, 
12:05 WIB) 
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tersebut yang teriri dari 6 pembicara lokal dan 13 pembicara yang berasal dari 
FAO, Jerman, Cina, Australia, Prancis, Tanzania, Portugal, Italia, Korea Selatan 
dan Filipina, dan yang terakhir tanggal 20-22 Oktober 2013 diadakannya 
pertemuan antara para pakar pemantauan ikan tuna di Bali, dengan peserta dan 
pembicara yang berasal dari para ahli dari FAO dan Nasional Administrasi 
Kelautan dan Atmosfer, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Malaysia dan Philipina. 
Selain itu di datangkannya juga para  pemilik industri rumput laut, asosiasi 
rumput laut Indonesia dan luar negeri, industri pertanian, perguruan tinggi dan 
kemetrian yang berhungan khusus dengan Kementrian Kesejahteraan Rakyat.5 
Dengan luas garis pantai yang mencapai 99.093 km,6 dan terdapat kurang 
lebih 555 jenis rumput laut yang tumbuh di perairan Indonesia, namun dari sekian 
banyak jenis rumput laut di Indonesia, hanya tiga jenis rumput laut yang di 
kembangkan dan dibudidayakan untuk diperdagangkan yaitu jenis Karaginofit, 
Agarofit dan Alginofit. Rumput laut merupakan komponen yang sangat penting 
dan banyak digunakan dalam pembuatan kosmetik, makanan dan obat-obatan 
Peminat rumput laut Indonesia begitu dilirik oleh negara-negara lain, dikarenakan 
pembudidayaan yang dilakukan oleh para petani dilakukan dengan cara yang 
benar, sehingga Indonesia memiliki kwalitas rumput laut terbaik dan salah satu 
produsen rumput laut terbesar di dunia, hal ini juga didukung dengan kondisi 
                                                          
5 ibid  
6 Gloria Samantha, “ Terbaru: Panjang Garis Pantai Indonesia Capai 99.000 Kilometer”, diakses 
melalui http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-
capai-99000-kilometer pada (28 April 2017,16:10 WIB) 
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iklim dan geografis Indonesia yang sesuai dengan pertumbuhan rumput laut yang 
membutuhkan pencahayaan matahari terus menerus.7 
Produksi rumput laut Indonesia terus meningkat sebesar 22,25% setiap 
tahunnya. Di tahun 2013 Indonesia memproduksi rumput laut sebanyak 9.31 juta 
ton dengan nilai Rp 11,59 triliun, di tahun 2014 rumput laut Indonesia naik 
menjadi 10,07 juta ton dengan nilai Rp 21,71 triliun, kemudian pada tahun 2015 
hasil produksi rumput laut Indonesia naik mencapai 11,27 juta ton senilai dengan 
Rp 13,20 triliun, pada tahun 2016 naik menjadi 11,69 juta ton dalam angka 
sementara.8 Pada rabu tanggal 13 september 2017 tepatnya di Sengigi, Kabupaten 
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam kegiatan proyek kolaborasi 
Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Food and Agriculture Organization yang 
berrjudul “ Integrated Economic Zone Development Based on Blue Economy in 
Lombok Island ” Slamet Soebjakto yang menjabat sebagai Direktur Jendral 
Perikanan Budidaya mengatakan bahwa kkp akan terus mendorong para 
pembudidaya untuk menggunakan bibit rumput laut terbaik seperti dari hasil 
kultur jaringan, dengan begitu usaha budidaya laut di setiap daerah yang ada di 
Indonesia semakin membaik, agar dapat terwujud target produksi di tahun 2017 
sebanyak 13,39 juta ton.9 
                                                          
7 Hendro Jonathan Sahat, Warta Ekspor, “ Rumput Laut Indonesia: Ditjen PEN/MJL/004/9/2013 
September”, hal 2, diakses melalui 
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/6201390367517.pdf pada (28 
April 2017,15:47 WIB)  
8 Humas DJPB, “ KKP Sasar Rumpu Laut sebagai Komoditas Unggulan Budidaya”, diakses 
melalui http://news.kkp.go.id/index.php/kkp-sasar-rumput-laut-sebagai-komoditas-unggulan-
budidaya/ pada (19 september 2017, 13.05 WIB) 
9 ibid 
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Grafik dibawa ini merupakan Negara Tujuan ekspor terbesar rumput laut 
Indonesia. Di tahun 2008 hingga 2012, China menduduki peringkat paling atas 
sebagai tujuan ekspor rumput laut Indonesia sebesar 30,72%.10 Kemudian tujuan 
negara ekspor rumput laut Indonesia terbesar kedua ialah dari Philipina, kemudia 
negara Cili, Hongkong, Republik Korea, Prancis, Denmark, Amerika Serikat, 
Vietnam, dan Inggris. Grafik yang tertera dibawah ini membuktikan betapa 
besarnya kebutuhan akan rumput laut. Ini bisa menjadi salah satu senjta Indonesia 
dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. 
 
Grafik 3.1 Nilai Ekspor Rumput Laut Indonesia11 
 
Setelah itu diadakan pelatihan-pelatihan, pada tanggal 17 dan 18 Februari 
2014 diadakan penandatanganan 2 MoU sekaligus antara Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Perikanan Budidaya (Puslitbang Budidaya) dengan Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk 
                                                          
10 ibid hal 10 
11 ibid hal 11 
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membudidayakan ikan Betutu Balai Penelitian  dan Pengembangan Budidaya Air 
Tawar (BPPBAT) Bogor dengan Balai Benih Ikan Senral (BBIS) Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Jambi untuk mengembangkan budidaya ikan ikan 
Semah.12 Dengan adanya kerjasama teknologi tersebut pemerintah berharap 
mampu Memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat yang 
membudidayakan ikan di daerah Tanjung Jabung Timur. 
Selain itu terdapat proyek REBYC-II CTI yang diadakan oleh FAO yang 
melibatkan 5 negara yaitu Indonesian, Vietnam, Papua New Guinea, Thailand, 
Philipina. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 4 tahun, dari tahun 2013 
sampai dengan tahun 2016. REBYC-II CTI adalah kelanjutan dari proyek 
sebelumnya yang di adakan tahun 2002 sampai dengan 2008 yaitu Reduction of 
Environmental Impact from Tropical Shirmp Trawling through the introduction of 
Bycatch Reduction Technologies and Change of Management (REBYC 1). 
Pelajaran dalam kegiatan REDBYC 1 ialah demostrasi dan pelatihan pemasangan 
By-catch Reduction Devices (BRDs) pada kapal-kapal trawl termasuk Turtle 
Excluder Devices (TED) dan Juvenile and Trash Fish Excluder Devices (JTED). 
By-catch utama Indonesia sendiri ialah ikan hiu, ikan pari, penyu dan lain 
sebagainya, di antara spesies-spesies tersebut, terdapat spesies yang masuk 
kedalam golongan Endangered, Thaetened and Protected (ETP). Dengan 
tertangkapnya by-catch pada kapal-kapal trawl skala industry, by-catch tersebut 
akan dibuang begitu saja dan hal tersebut sangat dilarang, sedangkapn perikanan 
yang memiliki skala yang kecil, by-catch yang tertangkap tersebut akan 
                                                          
12 Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar, diakses melalui 
http://p4b.litbang.kkp.go.id/2014/02/pengembangan-teknologi-budidaya-ikan-air-tawar/ pada (27 
April 2017, 16:44 WIB) 
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dimanfaatkan oleh pengelola untuk dijadikan tepung ikan yang nantinya menjadi 
bahan pakan ternak. Dengan adanya kegiatan tersebut, akhirnya pada tahun 2005 
Indonesia terlepas dari embargo ekspor udang ke Amerika.13 
Sebenarnya tujuan dari proyek tersebut ialah untuk melakukan kegiatan 
yang kongkrit dalam keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan dan juga 
menjaga kesehatan ekosistem lautan, kemudian mengurangi by-catch, discards 
dan dampak dari kegiatan kapal-kapal trawl di Arafura yang memiliki begitu 
banyak keanekaragaman hayati. Dalam kegiatan yang akan berlangsung dari 
tahun 2013 hingga 2016 tersebut terdapat komponen dalam kegiatan tersebut yaitu 
kerangka kebijakan, hukum dan kelembagaan, peningkatan pengetahuan dan 
kesadaran pada masyarakat, terdapat kegiatan penangkapan dan pengelolaan 
sumberdaya perikanan dan juga mengelola database dan komunikasi. Dalam 
kegiatan tersebut harus melibatkan seluruh komponen dari setiap stake holder 
seperti Dinas Kelautan Perikanan, Pengawas Perikanan (SLO), Perguruan Tinggi, 
Pelabuhan Perikanan (Log Book), Petugas Syahbandar (SPB), para pelaku usaha, 
Masyarakat, baik itu tokoh adat ataupun para LSM-LSM.14 
 
3.2 Kepentingan Indonesia di Bidang Ekonomi  
 Keikutsertaan suatu negara ke dalam sebuah organisasi internasional tentu 
membawa misi kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri, tak terkecuali negara 
Indonesia. Bagi Indonesia, bergabung ke dalam organisasi internasional adalah 
                                                          
13  “Strategies For Trawl Fisheries by-catch management Indonesia”, diakses melalui http://rebyc-
cti.kkp.go.id/product/strategies-for-trawl-fisheries-by-catch-management-indonesia.html/ pada (8 
Agustus 2017, 7:42 WIB) 
14 ibid 
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kepanjangan dari kepentingan nasionalnya. Tak terkecuali dengan bergabungnya 
Indonesia di dalam FAO yang secara resmi telah berlangsung sejak tahun 1949. 
Diantara kepentingan Indonesia bekerjasama dengan FAO dari segi ekonomi 
adalah sebagai berikut: 
3.1.1 Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 
secara optimal dan berkelanjutan 
Pengelolaan sumberdaya ikan (SDI) berkelanjutan adalah pengelolaan yang 
mengarah kepada bagaimana sumberdaya ikan yang ada saat ini mampu 
memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan generasi yang akan datang, dimana 
aspek berkelanjutan harus meliputi aspek ekologi, sosial ekonomi, masyarakat dan 
institusi. SDI berkelanjutan tidak melarang aktifitas penangkapan yang bersifat 
ekonomi/komersial, tetapi menganjurkan dengan persyaratan bahwa tingkat 
pemanfaatan tidak melampaui daya dukung lingkungan perairan atau kemampuan 
pulih SDI sehingga generasi mendatang tetap memiliki aset SDI yang sama atau 
lebih banyak dari generasi saat ini.15 
Kepentingan Indonesia dalam proyek Strategies for trawl fisheries by-catch 
management (REBYC-II CTI), jelas untuk mencapai apa yang termaksud dalam 
pengertian di atas. Melimpahnya kekayaan keanekaragaman hayati yang 
terkandung di dalam laut Indonesia, yang tidak dimiliki oleh setiap negara di 
                                                          
15 Prof. Dr. Achmar Mallawa, Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis 
Masyarakat, diakses ari 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved
=0ahUKEwiI9f-
79pHNAhXLpY8KHUvKBngQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fregional.coremap.or.id%2Fdo
wnloads%2FMateri-
pengelolaan.pdf&usg=AFQjCNHfbKidZhWBkI1rZGcHoYQwUapNQw&bvm=bv.123664746,d.c
2I, pada (03/06/2016, 05:24 WIB)  
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dunia menjadi alasan kuat kenapa REBYC-II CTI harus dilaksanakan di 
Indonesia. Terutama di kawasan yang memiliki potensi udang dan ikan demersal16 
yang tinggi seperti laut Arafura, Sorong, Merauke, Ambon, Tual, Sibolga dan 
Tarakan. 
Dimana alat tangkap yang dikenal dengan trawl, sebenarnya telah 
digunakan di Indonesia semenjak tahun 1966. Sejak saat itu perikanan trawl 
dengan target tangkapan udang mengalami perkembangan yang sangat pesat di 
kawasan yang disebutkan di atas. Sehingga menimbulkan konflik antara nelayan 
trawl dengan nelayan tradisional yang sama-sama berburu udang di pantai yang 
sama. Konflik yang terus berkepanjangan telah mengakibatkan keresahan di 
kalangan masyarakat nelayan tradisional. Seperti konflik yang hingga kini belum 
selesai yaitu konflik nelayan tradisonal Pantai Indah Mukomuko dengan nelayan 
yang memiliki kapal trawl yang tersebar di wilayah Kabupaten Mukomuko 
sebanyak 275 nelayan dan di Kota Bengkulu sebanyak 170 nelayan, jadi total 
nelayan trawl berjumlah 445.17 Alat tangkap trawl menjadi masalah karena dapat 
menyebabkan matinya spesies ikan atau organisme lainnya yang tidak menjadi 
sasaran atau tujuan penangkapan (by-catch) untuk diperdagangkan yang nantinya 
akan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya para nelayan sendirilah yang 
dirugikan, karena mereka mengalami penurunan ikan hasil tangkapan. 
                                                          
16 Ikan Damersal adalah jenis ikan yang hidup dan mencari makan dibagian dasar danau atau pun 
laut. Ikan jenis ini sangat jarang sekali terlihat di sekitar terumbu karang. Walaupun jumlah jenis 
ikan ini tidak banyak, akan tetapi jenis ikan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Contoh ikan 
damersal itu seperti ikan kerapu, ikan kakap dan beberapa jenis ikan pari. 
17 “Konflik Nelayan belum Berakhir” diakses melalui 
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/10/22/konflik-nelayan-belum-berakhir/ pada 
(30/11/2016, 10.00 WIB) 
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Atas dasar permasalahan tersebutlah kemudian Indonesia bekerjasama 
dengan FAO, memberikan pelatihan pemasangan alat yang disebut dengan By-
catch Reduction Devices (BRDs) pada trawl. Alat tersebut dilengkapi dengan alat 
penyaring hasil tangkap sampingan, sehingga organisme yang tergolong ke dalam 
By-catch dapat terselamatkan. Inilah yang dikenal dengan upaya pengelolaan 
sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Karena 
dengan semakin banyaknya By-catch yang dapat terselamatkan, maka akan 
semakin banyak pula stok bibit perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk masa 
mendatang. Sehingga generasi mendatang tetap memiliki aset SDI yang bisa 
dinikmati sama banyaknya atau bahkan lebih banyak dari generasi saat ini. 
3.1.2 Meningkatkan keamanan pangan dan mata pencaharian masyarakat 
pesisir 
 Keamanan Pangan menurut Food and Agriculture Organization (FAO) 
dan World Health Organization (WHO) merupakan sebutan untuk menjamin 
bahwa pangan aman dan tidak menyebabkan bahaya jika disiapkan ataupun 
dikonsumsi oleh konsumen yang sesuai dengan maksud dan pengunaanya.18 
Regional Fisheries Livelihoods Programmefor South and Southeast Asia 
adalah kegiatan yang digagas FAO yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas 
masyarakat nelayan skala kecil dan lembaga pendukung khususnya di Kamboja, 
Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Timor Leste dan Vietnam. Bagi Indonesia, 
kerjasama ini tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan hasil produksi pangan 
dari sektor kelautan. Namun lebih dari itu, kerjasama ini merupakan sarana untuk 
                                                          
18 Bogor Agricultural University, II. Tinjauan Pustaka, diakses melalui 
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/57616/4/Bab II Tinjauan Pustaka.pdf pada 
(12 Juni 2017,17:15 WIB) 
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meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, terutama masyarakat nelayan di 
pesisir pantai untuk mampu menjadi wirausahawan profesional yang mengolah 
hasil perikanan mereka menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, 
sehingga dapat bersaing dengan produk olahan lainnya. 
Regional Fisheries Livelihoods Programme for South and Southeast Asia 
khususnya antara Indonesia-FAO, telah dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara 
Timur. Keuntungan yang telah didapat Indonesia dari program tersebut 
diantaranya adalah semakin banyaknya inovasi-inovasi baru dalam pengolahan 
ikan hasil tangkapan oleh para nelayan. Misalnya, terdapat beberapa kelompok 
usaha pembudidaya ikan yang dulunya hanya memasok ikan segar, namun setelah 
adanya pelatihan olahan ikan dari FAO dan dinas terkait di Indonesia, mereka 
lebih tertarik dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapat untuk 
mengolah hasil ikannya menjadi produk yang diminati oleh masyarakat. 
Contoh hasil kerjasama Indonesia-FAO dalam meningkatkan mata 
pencaharian masyarakat pesisir adalah kelompok UMKM yang bernama Tode 
yang diketuai oleh Solagratia Ratu Edo (Adi) di Kampung Tode Kisar Kupang. 
Pada dasarnya Adi adalah pembudidaya dan pemasok lele segar di Kupang, akan 
tetapi teknologi penggunaan asap cair untuk membuat lele asap diminati dan serta 
merta diadopsi oleh mereka. Bahkan produk lele asap, kini juga dilengkapi dengan 
kemasan baru dan sudah diikutsertakan sebagai produk yang dipamerkan di 
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Pameran Pangan Lokal. Produk Lele Asap dengan perisa asap cair milik Adi kini 
sudah didaftarkan ke BPOM No. 000117.19 
Selain itu, Indonesia juga berkepentingan dalam hal meningkatkan 
keamanan pangan. Hal itu tidak terlepas dari pengalaman Indonesia yang pada 
tahun 2007-2009 pernah mengalami kerugian hingga Rp. 1 trilyun setiap 
tahunnya. Kerugian tersebut diakibatkan oleh penyakit bercak putih viral (White 
Spot Syndrome Virus /WSSV) yang menyerang udang yang dibudidayakan oleh 
para nelayan. Untuk mengatasi penyakit tersebut, Indonesia bekerjasama dengan 
FAO berkolaborasi dalam kegiatan Technical Cooperation Project. Dalam 
program tersebut, termasuk di dalamnya adalah monitoring, pelaporan dan 
pengawalan di bidang penyakit, khususnya produksi udang dalam negeri  
Kerjasama dengan FAO tersebut menjadi penting bagi Indonesia, karena 
dengan pelaporan dan pengawalan di bidang penyakit, produk udang Indonesia 
akan mendapatkan sertifikasi bebas penyakit dari pihak FAO. Dan hal itu 
menunjukkan kualitas udang Indonesia, sehingga potensi untuk diterima dalam 
kancah perdagangan hasil laut dunia menjadi lebih luas cakupannya. Bahkan 
pendampingan, pelatihan, penyediaan peralatan dan penanganan cepat yang 
dilakukan oleh Indonesia-FAO, menjadikan produksi udang Indonesia terbebas 
dari penyakit Early Mortality Syndrome (EMS) disaat produksi udang asal 
Vietnam, Thailand, dan Malaysia terkena penyakit ini. 
 
 
                                                          
19 Arie Sudaryanto dkk, Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 
Tahun 2012, hlm.15. 
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3.1.3 IUU Fishing Merugikan Indonesia secara Ekonomi 
Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan FAO 
adalah mengelola data statistik sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang 
berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dimana pada 
tahun 2001, FAO mengumumkan bahwa negara-negara berkembang berpotensi 
kehilangan 25 persen dari stok sumber daya ikannya akibat IUU Fishing. 
Indonesia pada saat itu memiliki sumber daya ikan hingga sebesar 6,5 juta ton per 
tahun, sehingga perhitungan angka kerugian yang hilang adalah seperempat dari 
jumlah itu atau sebesar 1,6 juta ton. Jika diasumsikan harga jual ikan di pasar 
internasional rata-rata 2 dolar AS per kilogram, maka kerugian Indonesia pada 
saat itu diperkirakan mencapai 3,2 miliar dolar AS atau setara Rp. 30 triliun.20 
Data yang dilansir FAO tersebut berbeda jauh dengan hasil kajian yang 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 
Perikanan (Ditjen PSDKP KKP). Dalam perhitungan Ditjen PSDKP KKP, total 
kerugian negara yang dihitung dari hilangnya potensi sumber daya ikan yang 
ditangkap secara ilegal dikalikan indeks investasi bidang perikanan di Indonesia 
ditambah dengan kerugian terkait ketenagakerjaan mencapai sekitar Rp.101 triliun 
per tahun.21 Sementara menurut Menteri KKP Susi Pudjiastuti, jumlah kapal asing 
yang berizin ada 1.000 lebih, sedangkan yang tidak berizin sesuai informasi yang 
valid adalah 3 sampai 5 kali lipat. Hitung saja per kapal dengan hasil tangkap 600-
                                                          
20 Muhammad Razi Rahman, “Besarnya Kerugian Perikanan Indonesia Akibat Penjarah Asing”, 
diakses melalui http://www.antarasumsel.com/berita/285781/besarnya-kerugian-perikanan-
indonesia-akibat-penjarah-asing, pada (10 Mei 2017, 01:38 WIB).  
21 Mukhlisun, “Kerugian Negara Akibat IUU Fishing Rp101 Triliun”, diakses melalui 
http://www.antarasumbar.com/berita/94091/kerugian-negara-akibat-iuu-fishing-rp101-triliun.html, 
pada (10 Mei 2016. 01:57 WIB). 
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800 ton. Sehingga akibat pencurian ikan yang terjadi setiap tahunnya, berdasarkan 
data dari kementrian kelautan dan perikanan , negara dirugikan Rp 300 triliun per 
tahun.22 
Angka 300 triliun tersebut tersebut diantaranya merupakan kerugian 
negara dari subsidi BBM untuk nelayan yang tidak tepat sasaran. Dari total 
subsidi BBM nelayan Rp. 11,5 triliun per tahun, hampir 70 persen dinikmati kapal 
berukuran di atas 30 GT. Dengan asumsi jatah subsidi BBM sebesar 25 kiloliter 
per bulan, nilai subsidi BBM untuk setiap kapal ikan mencapai Rp. 1,5 miliar per 
tahun. Namun, pendapatan setiap kapal dilaporkan rata-rata Rp. 60 juta per 
tahun.23 
Subsidi BBM merupakan biaya yang dikeluarkan negara, tetapi 
penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari perikanan tangkap hanya Rp. 
300 miliar atau 2,6 persen. Sementara jumlah nelayan di Tanah Air tercatat 2,7 
juta orang, sebanyak 98,7 persen diantaranya adalah nelayan kecil. Alokasi 
subsidi BBM nelayan adalah 2,1 juta kiloliter per tahun, terdiri dari 630.000 unit 
kapal ukuran di bawah 30 gros ton (GT) dan 5.329 unit kapal ikan besar di atas 30 
GT.24 Penyaluran subsidi untuk BBM dinilai tidak tepat sasaran dikarenakan 
banyak kapal penangkapan ikan berbendera asing yang melakukan pengisian 
BBM di perairan Indonesia. Dari 300 triliun rupiah yang digelontorkan 
                                                          
22 Rahmat Rahman Patty, "Susi: "Illegal Fishing" Rugikan Negara Rp 300 Triliun Per Tahun”, 
diakses melalui http://regional.kompas.com/read/2014/12/11/17064421/Susi.Illegal.Fishing, pada 
(11 Mei 2016, 21:30 WIB).  
23 “Subsidi BBM Kapal Ikan Melenceng, Negara Sangat Dirugikan”, diakses dari 
http://baranews.co/web/read/24527/subsidi.bbm.kapal.ikan.melenceng.negara.sangat.dirugikan#.V
zXuVk_A3IU pada (10 Mei 2016, 22:24 WIB). 
24 Ibid. 
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pemerintah untuk subsidi BBM, sebesar 150 triliun rupiah menguap di laut akibat 
IUU Fishing ini. 
Negara juga dirugikan dari hilangnya Pungutan Hasil Perikanan (PHP) 
yaitu pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia 
atau asing yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan surat izin 
penangkapan ikan (SIPI), dan/atau yang melakukan usaha pembudidayaan ikan 
sesuai dengan jumlah produksi dan harga jual ikan di lokasi pembudidayaan. 
Pungutan hasil perikanan biasanya dikenakan pada saat perusahaan atau nelayan 
memperpanjang SIPI.25 Laporan KKP, dari 547 kapal yang mendapatkan izin 
penangkapan ikan selama Januari 2016, KKP sudah mendapatkan Rp. 17 miliar 
dari tarif PHP ini.26 Jika dirata-rata kerugian negara sebesar 17 miliar perbulan, 
maka negara merugi sebesar 204 miliar per tahunnya. Angka tersebut masih 
dalam kisaran minimal, karena terdapat ribuan kapal ilegal di Indonesia yang 
tidak memiliki SIPI atau yang memalsukannya. 
Dari dua sektor yang sudah dijelaskan di atas, Pemerintah Indonesia telah 
mengalami kerugian ratusan miliar per bulannya. Belum termasuk kerugian pada 
Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang kekurangan pasokan bahan baku dan sektor 
ketenagakerjaan. Dimana semua itu dapat melemahkan upaya pemerintah untuk 
mendorong peningkatan daya saing produk perikanan, serta mata pencaharian 
                                                          
25 Agunan P. Samosir, Rita Helbra Tenrini & Anda Nugroho, Analisis Potensi Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Sektor Perikanan Tangkap, Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 2 / 2014, 
hlm. 154, diakses dari 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=279640&val=6702&title=ANALISIS%20PO
TENSI%20PENERIMAAN%20NEGARA%20BUKAN%20PAJAK%20%20SEKTOR%20PERI
KANAN%20TANGKAP%20%28ANALYSIS%20THE%20POTENTIAL%20OF%20NON-
TAX%20GOVERNMENT%20%20REVENUE%20FROM%20FISHERIES%20SECTOR%29, 
pada (10/05/2016. 23:12 WIB)  
26 Tarif Hasil Perikanan Dinaikkan, diakses dari http://www.koran-jakarta.com/tarif-hasil-
perikanan-dinaikkan/, pada (10/05/2016, 23:31 WIB)   
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nelayan skala kecil yang kalah bersaing dengan kapal asing yang memiliki 
teknologi yang jauh lebih maju dan modal keuangan yang besar. Sehingga tidak 
mengherankan dengan menggunakan data dari menteri Kelautan dan Perikanan 
saat ini, Indonesia mengalami kerugian akibat IUU Fishing sebesar Rp. 300 triliun 
per tahun. Jika jumlah tersebut dikalikan selama sepuluh tahun terakhir, maka 
kerugian negara mencapai Rp. 3000 triliun. Uang sebanyak itu cukup untuk 
membayar hutang negara Indonesia yang nilainya mencapai Rp. 3.279.28 triliun 
ditahun 2016.27 
 Tiga poin utama kerugian negara yang telah dijelaskan di atas dapat 
dicegah atau paling tidak dapat diminimalisir melalui sejumlah kerjasama 
internasional. Kerjasama Indonesia-FAO di berbagai sektor terutama kelautan, 
baik berbagi data informasi, penelitian di bidang kelautan, pelatihan terhadap 
masyarakat nelayan, serta berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani oleh 
kedua belah pihak dan berbagai negara, salah satu tujuan utamanya adalah untuk 
mencegah kemungkinan terjadinya IUU Fishing. Sebagaimana di dalam MoU, 
Indonesia – FAO tahun 2013 bahwa keduanya sama-sama mengakui prinsip-
prinsip tentang rencana aksi internasional dan langkah-langkah negara pelabuhan 
untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas IUU Fishing. Hal itu tidaklah 
berlebihan, mengingat besarnya potensi kekayaan alam laut yang dimiliki 
Indonesia dan besar pula potensi kerugian yang bakal dialami jika prinsip-prinsip 
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan tidak diimplementasikan secara 
optimal.    
                                                          
27 Fiki Ariyani, “Utang RI Tembus Rp 3.279 Triliun Akumulasi Sejak Zaman Soeharto”, diakses 
melalui http://bisnis.liputan6.com/read/2515890/utang-ri-tembus-rp-3279-triliun-akumulasi-sejak-
zaman-soeharto pada (13 Juni 2017,12:50 WIB) 
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Seperti yang telah djelaskan di atas, selama ini IUU fishing telah 
menyebabkan  Indonesia merugi hingga ratusan trilyun pertahunnya. Belum 
termasuk kerusakan lingkungan beserta keanekaragaman hayati yang terkandung 
di laut Indonesia itu loh. Melalui kerjasama internasional pula, Indonesia ingin 
menegaskan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia benar-benar serius 
dalam mengelola lautnya sebagai masa depan bangsa. Ini adalah salah satu bentuk 
diplomasi, yang mana target yang ingin dicapai adalah pengakuan dari negara-
negara sahabat atas kedaulatan wilayah laut Indonesia. Sehingga mereka memiliki 
kesadaran atas hak yang dimiliki Indonesia secara penuh untuk mengelola 
kekayaan lautnya secara mandiri. 
Selain itu, Indonesia juga berupaya mencari dukungan dari negara-negara 
lain dalam usahanya untuk memberantas kejahatan IUU fishing yang menjadi 
permasalahan bersama. Karena, jika Indonesia yang merupakan salah satu zona 
dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia mengalami ancaman kehancuran, 
hal ini akan berpegaruh terhadap keseimbangan ekosistem serta biota laut dunia 
secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan kesadaran bersama, termasuk 
keikutsertaan masyarakat internasional untuk menjaga dan melestarikan 
keanekaragaman hayati laut Indonesia. Yang tujuan akhirnya adalah untuk 
memastikan bahwa kekayaan hayati laut Nusantara ini tidak hanya menjadi 
kebanggaan generasi sekarang, namun juga menjadi kekayaan yang dapat terus 
dinikmati oleh generasi yang akan datang.  
